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[I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah menguraikan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selanjutnya, dalam batang tubuh, khususnya dalam Pasal 32 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya”.

Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras
yang persisten dan konsisten, agar mampu mewujudkan bangsa yang
berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia
yang bangga terhadap identitas nasional. Dalam mewujudkan amanat
tersebut, bangsa Indonesia memerlukan langkah strategis berupa upaya
Pemajuan Kebudayaan untuk menghadapi berbagai masalah, tantangan,
dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Langkah strategis dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia
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dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan
Pembinaan Kebudayaan. Langkah strategis tersebut harus dipandang
sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban
bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia
dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan sebagai landasan hukum dalam Pemajuan Kebudayaan
secara menyeluruh dan terpadu. Untuk melaksanakan beberapa
ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (7),
Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal
31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal
S50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat
memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan
Pemerintah untuk menjamin terlaksananya koordinasi dan tertib
administrasi. Beberapa substansi yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini antara lain pengaturan lebih lanjut mengenai Rencana
Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu,
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan
penghargaan.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan penjelasan
lebih rinci atas arah besar yang tertuang dalam Strategi Kebudayaan,
yang di dalamnya memuat visi dan misi Pemajuan Kebudayaan, tujuan
dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang, dan alat ukur capaian
yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam
melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai
pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan, sehingga
tercipta himpunan data Kebudayaan yang terintegrasi. Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu tersebut berisi data mengenai Objek Pemajuan
Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan,
Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain
terkait Kebudayaan.

Dalam hal Pelindungan diatur lebih rinci mengenai penjabaran
dari upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan melalui inventarisasi,
pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dalam hal

Pengembangan diatur mengenai langkah-langkah dalam melakukan
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penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman sebagai upaya
untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan,
memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Dalam hal
Pemanfaatan diuraikan pengaturan mengenai pendayagunaan Objek
Pemajuan Kebudayaan dalam rangka menguatkan ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan
tujuan nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya
Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan,
dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Pembinaan. Pembinaan
dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang
Kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kebudayaan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga
Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan
tuntutan. Seluruh upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan,
dan Pembinaan Kebudayaan tersebut dilakukan terhadap Objek
Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem
Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Selanjutnya, dalam hal penghargaan diatur mengenai kriteria dan
tata cara pemberian penghargaan terhadap pihak yang berprestasi atau
berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam
Pemajuan Kebudayaan, serta kriteria dan tata cara pemberian fasilitas
kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau
berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, diatur
juga mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif kepada Setiap

Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Sarana dan Prasarana Kebudayaan antara lain berupa

museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik,

perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan

taman budaya.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “acuan data utama” adalah data yang

menjadi rujukan prioritas dalam penentuan kebijakan Pemajuan

Kebudayaan.

Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
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Yang dimaksud dengan “metadata” adalah informasi dalam

bentuk struktur dan

yang baku untuk

menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan

pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Huruf d

Yang dimaksud dengan

kemampuan data

elektronik yang saling berinteraksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

“interoperabilitas data” adalah

dibagipakaikan antarsistem
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